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ABSTRACT

The conversion of agricultural land has become one of the major challenges in
maintaining Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Sukoharjo Regency,
particularly in Bendosari District. This study aims to analyze the effectiveness of LP2B
policy implementation in controlling agricultural land conversion, examine the
conformity between existing land use and the Detailed Spatial Plan (RDTR), and identify
the factors affecting the implementation of the LP2B policy. This research employed a
qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through
interviews, field observations, documentation, spatial analysis using overlay techniques,
Bhumi ATR/BPN spatial data, and historical Google Earth imagery interpretation. The
results indicate that the implementation of the LP2B policy in Bendosari District has been
carried out through the designation of LP2B areas in the Regional Spatial Plan (RTRW)
and Detailed Spatial Plan (RDTR), the implementation of the Spatial Utilization
Conformity (KKPR) mechanism, and the provision of incentives for farmers, including
agricultural production assistance, fertilizer subsidies, irrigation development, and land
tax reductions. Based on the analysis of the three research locations, the level of spatial
utilization conformity reached 33.3%, while 66.7% of the locations were inconsistent with
the designated spatial planning. The inconsistencies were identified in Sidorejo and
Gentan Villages, whereas the kindergarten building in Toriyo Village was found to be
consistent with the zoning regulations stipulated in the RDTR. The study also identified
discrepancies between spatial data and actual land use conditions caused by delays in
spatial data updates, rapid regional development, and limited inter-agency coordination.
These conditions have reduced the effectiveness of spatial utilization control and
agricultural land protection. This study concludes that although the LP2B policy has been
implemented in Bendosari District, its effectiveness still needs to be strengthened through
improved spatial data synchronization, more intensive field monitoring, stronger
coordination among related institutions, and the optimization of incentive schemes for
agricultural landowners to ensure the sustainable protection of agricultural land.
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia yang sejak dulu disebut sebagai negara agraris, karena sebagian
besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama
mata pencaharian. Dalam pandangan Ansari et al (2020) lahan tidak hanya dipahami
sebagai tempat berlangsungnya aktivitas produksi pangan, tetapi juga menjadi ruang
ekonomi yang menopang kehidupan sosial masyarakat, khususnya jutaan petani di
berbagai daerah. Dengan fungsi yang begitu fundamental, keberadaan lahan
pertanian memiliki nilai strategis bagi negara baik untuk menjaga ketahanan pangan,
mendukung stabilitas perekonomian di wilayah pedesaan, maupun memastikan
keberlanjutan ekologi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap
lahan pertanian menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga
keberlangsungan hidup masyarakat dan kualitas lingkungan.

Upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang disingkat dengan LP2B
memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap kebijakan ahli fungsi lahan. Lahan
sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat karena dapat memberikan
berbagai manfaat, seperti sebagai situs untuk kegiatan pertanian, peternakan ataupun
kegiatan perekonomian yang dapat menunjang kebutuhan perekonomian, oleh
karena pentingnya lahan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, maka erat
kaitannya dengan tumpang tindih kepentingan yang dapat menimbulkan beraneka
ragam persolahan, salah satunya adalah terjadinya kegiatan alih fungsi lahan yang
bersifat eksploitatif (Ansari et al., 2020)

Sejak era 1990-an, Indonesia menghadapi masalah besar terkait konversi
lahan pertanian menjadi fungsi non-pertanian secara masif, yang akhirnya
mendorong munculnya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan secara konstitusional. Periode tersebut ditandai oleh laju urbanisasi
yang tinggi, percepatan dalam pembangunan infrastruktur, serta peningkatan jumlah
penduduk yang memicu permintaan lahan yang besar untuk keperluan pemukiman

dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, luas lahan pertanian yang produktif mengalami



penyusutan drastis, sehingga mengancam kelangsungan produksi pangan di tingkat
nasional (Octaviana et al, 2020).

Pembangunan di sektor non-pertanian, khususnya pada bidang industri
maupun infrastruktur, menjadi salah satu faktor yang paling kuat mendorong
perubahan fungsi lahan di berbagai wilayah. Laju urbanisasi yang terus meningkat
membuat kebutuhan akan ruang untuk hunian, aktivitas perdagangan, layanan publik,
hingga jaringan transportasi semakin besar. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan
yang cukup berat terhadap keberadaan lahan pertanian, sehingga alih fungsi lahan
kerap berlangsung secara luas dan sering kali sulit dikendalikan.

Dalam hal ini terjadi fenomena yang dipicu oleh pertumbuhan populasi,
urbanisasi, dan kebutuhan infrastruktur serta membawa dampak luas, termasuk
degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan
pencemaran sumber daya air. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan besar
dalam pengelolaan lahan. Di satu sisi, kebutuhan terus meningkat untuk mendukung
ketahanan pangan nasional, sementara di sisi lain, alih fungsi lahan yang terjadi
setiap tahun berpotensi mengancam keberlanjutan lahan produktif.

Untuk menanggapi berbagai ancaman terhadap keberlanjutan lahan
pertanian, pemerintah kemudian menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan
mengendalikan alih fungsi lahan. Salah satu regulasi utamanya adalah Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B), yang menjadi landasan perlindungan jangka panjang terhadap lahan pangan
strategis. Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih diperkuat melalui
beberapa aturan teknis, seperti PP No. 1 Tahun 2011 mengenai Penetapan dan Alih
Fungsi LP2B.

Di Kabupaten Sukoharjo, kebijakan perlindungan lahan pertanian telah
diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Namun, RTRW bersifat makro dan
strategis sehingga memerlukan instrumen yang lebih operasional untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang secara konkret di tingkat lokal. Oleh karena itu,
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun

2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari dan



Kecamatan Nguter Tahun 2024-2044. RDTR berfungsi sebagai pedoman
operasional dalam pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang pada tingkat yang lebih rinci.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR, terdapat ketentuan
Peraturan Zonasi (zoning regulation) yang mengatur pemanfaatan ruang pada setiap
zona sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Peraturan zonasi memuat ketentuan
mengenai jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan secara bersyarat,
dibatasi, maupun dilarang pada masing-masing zona. Dalam konteks perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ketentuan zonasi berfungsi sebagai
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar keberadaan lahan pertanian tetap
sesuai dengan peruntukannya serta tidak mudah mengalami alih fungsi menjadi
penggunaan nonpertanian. Dengan demikian, implementasi kebijakan LP2B tidak
hanya bergantung pada penetapan kawasan yang dilindungi, tetapi juga pada
efektivitas penerapan ketentuan zonasi dalam mengarahkan pemanfaatan ruang
sesuai dengan RDTR yang berlaku.

Kecamatan Bendosari merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan
pertanian produktif sekaligus menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang cukup
tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan
LP2B, khususnya terkait kesesuaian antara pengaturan LP2B dengan RDTR sebagai
instrumen penataan ruang yang bersifat operasional. Selain itu, efektivitas
implementasi kebijakan LP2B juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat,
baik yang bersifat kelembagaan, teknis, sosial, maupun ekonomi, yang dapat
memengaruhi keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat lokal.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan LP2B, pemerintah juga
merancang instrumen insentif dan disinsentif sebagai bagian dari mekanisme
pengendalian alih fungsi lahan. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendorong
kepatuhan pemangku kepentingan terhadap penetapan kawasan LP2B sekaligus
menekan kecenderungan konversi lahan pertanian. Namun, dalam praktiknya,
penerapan insentif dan disinsentif sering kali menghadapi berbagai kendala, sehingga
efektivitasnya dalam mendukung perlindungan lahan pertanian perlu dikaji secara

empiris.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Pengendalian Alih

Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan

Bendosari)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan

LP2B dalam RDTR Kecamatan Bendosari, mengidentifikasi faktor-faktor yang

menghambat pelaksanaannya, serta mengkaji penerapan instrumen insentif dan

disinsentif dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai efektivitas kebijakan LP2B pada tingkat lokal serta menjadi bahan evaluasi

bagi perbaikan kebijakan perlindungan lahan pertanian ke depan.

B. Rumusan masalah

1.

Bagaimana implementasi existing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari?
Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Bendosari?

Bagaimana penerapan kebijakan LP2B melalui insentif dan disinsentif dalam

kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari?

C. Tujuan Penelitian

1.

2.

Menganalisis implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari,
Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor—faktor yang menghambat
implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di
Kecamatan Bendosari

Menganalisis penerapan kebijakan LP2B melalui instrumen insentif dan

disinsentif di Kecamatan Bendosari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis

maupun praktis, sebagai berikut:



1. Manfaat Akademis

a. Menambah referensi ilmiah mengenai efektivitas kebijakan pengendalian
alih fungsi lahan pertanian melalui program LP2B di Kabupaten Sukoharjo.
b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang tata ruang, kebijakan publik, dan pembangunan pertanian

berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, khususnya
Dinas Pertanian, Bappeda, dan ATR/BPN, dinas PUPR dalam mengevaluasi
serta memperkuat pelaksanaan kebijakan LP2B.

b. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan efektivitas
penerapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian alih fungsi lahan

pertanian.

c. Memberikan informasi bagi masyarakat dan pemilik lahan pertanian tentang
pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pangan serta kepatuhan terhadap

rencana tata ruang wilayah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di
Kecamatan Bendosari telah diintegrasikan ke dalam sistem penataan ruang melalui
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Nguter
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2024. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan
melalui penetapan kawasan LP2B, pengendalian pemanfaatan ruang, serta
mekanisme verifikasi penggunaan tanah. Berdasarkan hasil observasi lapangan,
analisis spasial, dan perbandingan dengan arahan rencana pola ruang, diperoleh
tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 33,3%, sedangkan 66,7% lokasi
penelitian masih menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan
pada Desa Sidorejo dan Desa Gentan, sementara Desa Toriyo telah menunjukkan
kesesuaian dengan ketentuan zonasi dalam RDTR meskipun secara visual masih
berada di lingkungan yang didominasi lahan pertanian. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B telah berjalan, namun masih
memerlukan peningkatan sinkronisasi antara data spasial, kondisi aktual penggunaan
lahan, dan dokumen penataan ruang agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat

dilaksanakan secara lebih optimal.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan LP2B di Kecamatan
Bendosari berasal dari aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan ekonomi. Hambatan
tersebut meliputi belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, keterbatasan
pembaruan data spasial, intensitas pengawasan lapangan yang masih terbatas, serta
perkembangan wilayah yang berlangsung cukup pesat sehingga meningkatkan
kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian. Selain itu, tingginya nilai ekonomi
lahan pada beberapa lokasi strategis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong

perubahan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan



implementasi kebijakan LP2B tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi,
tetapi juga oleh koordinasi antarinstansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan

dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

Penerapan kebijakan LP2B melalui instrumen insentif dan disinsentif di
Kecamatan Bendosari telah dilaksanakan, meskipun efektivitasnya masih perlu
ditingkatkan. Bentuk insentif yang diberikan pemerintah antara lain berupa bantuan
sarana dan prasarana pertanian, pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi,
pupuk bersubsidi, dan berbagai program pendukung usaha tani. Sementara itu,
penerapan disinsentif maupun sanksi terhadap perubahan penggunaan lahan masih
relatif terbatas karena pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan
pembinaan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan. Dengan demikian,
implementasi kebijakan LP2B telah memberikan dukungan terhadap upaya
perlindungan lahan pertanian, namun masih diperlukan penguatan pada aspek
pengawasan, sinkronisasi data, koordinasi antarinstansi, serta pengembangan bentuk
insentif yang lebih menarik agar masyarakat memiliki motivasi yang lebih besar

untuk mempertahankan lahan pertanian.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu
memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
LP2B, khususnya antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, serta pemerintah desa.
Koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pembaruan (updating) data spasial
LP2B secara berkala, misalnya minimal satu kali dalam satu tahun atau setelah
terdapat pembangunan baru yang telah memperoleh persetujuan pemanfaatan
ruang. Pembaruan data dapat dilakukan melalui survei lapangan, pemanfaatan

citra satelit terbaru, serta sinkronisasi data perizinan antarinstansi sehingga data



spasial yang digunakan dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan insentif yang lebih
memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pemilik lahan LP2B.
Insentif tersebut tidak hanya berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian, tetapi juga dapat
dikembangkan dalam bentuk kompensasi finansial berdasarkan luas lahan yang
dipertahankan sebagai LP2B, pemberian akses kredit usaha tani berbunga
rendah, perluasan program asuransi usaha tani, pemberian jaminan pemasaran
hasil panen melalui kerja sama dengan Bulog atau BUMD pangan, serta
peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan
usaha tani, dan alat mesin pertanian. Dengan adanya insentif yang lebih
komprehensif, diharapkan petani memiliki motivasi ekonomi yang lebih kuat
untuk mempertahankan lahan pertanian sehingga tujuan perlindungan LP2B
dapat tercapai secara lebih efektif.

. Bagi Instansi Pelaksana Kebijakan LP2B, instansi yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan LP2B perlu meningkatkan pengawasan terhadap
kawasan LP2B, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan
pembangunan cukup pesat, seperti kawasan di sekitar Jalur Lingkar Timur
Kecamatan Bendosari. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan
dokumen administrasi, tetapi juga melalui monitoring lapangan secara berkala
yang dipadukan dengan pemanfaatan citra satelit atau foto udara terbaru
sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui lebih dini. Selain itu,
hasil pemantauan perlu menjadi dasar dalam pembaruan data spasial dan
evaluasi pemanfaatan ruang agar pengendalian kawasan LP2B dapat dilakukan
secara lebih efektif.

Bagi masyarakat dan pemilik lahan pertanian, masyarakat dan pemilik lahan
pertanian diharapkan terus berpartisipasi dalam mendukung perlindungan
kawasan LP2B dengan memanfaatkan lahan sesuai ketentuan tata ruang yang
berlaku serta berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah

desa atau instansi terkait apabila ditemukan perubahan penggunaan lahan yang



tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, pemerintah daerah bersama
penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani perlu meningkatkan kegiatan
sosialisasi mengenai manfaat perlindungan LP2B serta berbagai bentuk insentif
yang dapat diterima oleh petani, sehingga pemahaman dan partisipasi

masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian semakin meningkat.
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